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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang isu penting terkait kebebasan pers dan perlindungan identitas anak 

korban asusila. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan mengenai tanggung jawab pidana bagi 

jurnalis atas pelanggaran privasi identitas anak korban asusila menjadi sangat relevan dalam era 

media modern. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan regulasi hukum di Indonesia 

dan Malaysia terkait pertanggungjawaban pidana jurnalis dalam kasus pemberitaan identitas anak 

korban asusila. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia 

memiliki peraturan hukum yang berbeda terkait pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis, keduanya 

memiliki prinsip-prinsip yang serupa dalam perlindungan identitas anak korban asusila. Evaluasi 

mendalam terhadap kasus-kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa implementasi hukum terkait 

pelanggaran tersebut masih memiliki celah yang perlu diperbaiki. Diperlukan pendekatan yang lebih 

holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus sensasionalisme media yang merugikan 

anak korban asusila. Berdasarkan analisis ini, implementasi regulasi yang lebih ketat dan sanksi yang 

tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pemberitaan identitas anak korban asusila akan menjadi 

langkah efektif dalam mencegah penyalahgunaan kebebasan pers demi kepentingan publik. Melalui 

pemahaman mendalam terkait perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus 

pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis atas pemberitaan identitas anak korban asusila, diharapkan 

dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak korban asusila dan 

mendorong perbaikan perundang-undangan guna mencapai keadilan yang lebih baik dalam konteks 

ini. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis, Identitas Anak Korban Asusila, Analisis 

Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia 

 

Abstract  

This article examines a crucial issue concerning press freedom and the protection of the identities 

of child victims of sexual abuse. In the context of criminal law, the question of criminal liability for 

journalists who violate the privacy of child victims' identities is highly relevant in the modern media 

era. This research aims to compare the legal regulations in Indonesia and Malaysia regarding the 

criminal responsibility of journalists in cases of reporting on the identities of child victims of sexual 

abuse. The findings of this study indicate that although Indonesia and Malaysia have different legal 

provisions concerning the criminal liability of journalists, both countries share similar principles 

in protecting the identities of child victims. A thorough evaluation of past cases reveals that the 

implementation of existing laws still contains gaps that need to be addressed. A more holistic and 

comprehensive approach is required in handling cases of media sensationalism that harm child 

victims of sexual abuse. Based on this analysis, stricter regulatory implementation and firm 

sanctions against legal violations related to the disclosure of child victims’ identities would be an 
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effective step in preventing the misuse of press freedom in the name of public interest. Through an 

in-depth understanding of the legal comparison between Indonesia and Malaysia in terms of the 

criminal responsibility of journalists reporting on child sexual abuse victims’ identities, this 

research is expected to raise awareness of the importance of protecting such vulnerable individuals 

and encourage legal reform to achieve greater justice in this context. 

Keywords: Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis, Identitas Anak Korban Asusila, Analisis 

Perbandingan Hukum, Indonesia, Malaysia 
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PENDAHULUAN  

Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila merupakan isu yang sensitif dan penting 

dalam bidang hukum dan jurnalisme. Apalagi anak-anak juga merupakan nasib manusia di masa 

depan; mereka berperan dalam menentukan sejarah negara dan mencerminkan sikap hidupnya 

di masa mendatang (Dewi et al., 2023; Gisella, 2023; Manggolokusumo & Widowaty, 2020; 

Resignata, 2020; Sumarto & Musfialdy, 2021).  Untuk itu, masalah anak harus dibahas karena 

anak adalah bagian dari generasi muda, sumber daya manusia yang memiliki potensi dan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki peran strategis dan memiliki ciri-ciri 

dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang, selaras, dan selaras (Fitriani, 2016; 

Hardiyanti & Indawati, 2023; Junaidi & Khoiruman, 2023; Roza et al., 2019). 

Pemberitaan tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sering 

kali dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, yang sering kita dengar sebagai 

jurnalis atau pers. Mengingat bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia, kosa kata media 

Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Ini menunjukkan bahwa dalam struktur budaya dan 

bahasa, kata-kata yang diadopsi atau diikuti oleh orang lain. Dalam bahasa Belanda, "pers" 

adalah kata yang sama dengan "press" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada alat cetak 

(Alwino, 2019; Pratopo, 2018; Sahputra, 2023; Sahputra et al., 2024). 

Untuk menjelaskan konsep ini secara lebih mendalam, penting untuk memahami bahwa 

etika pers dalam pemberitaan tentang anak korban asusila (Halik, 2020; Mukrimaa et al., 2016). 

Dengan begitu dapat menunjukkan bagaimana media dapat melampaui batas etika dan 

berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan (Yuliastuti, 2020) . Di 

Negara Indonesia ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengatur bagaimana anak 

korban dapat dilindungi dari pemberitaan pada media massa, seperti:  

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 2 huruf g 

yang berbunyi “bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh 

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari 

labelisasi”.  

b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014)    

1) Pasal 64 huruf I, berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui 

penghindaran dari publikasi atas identitasnya.”   

2) Pasal 72 ayat (5) berbunyi: “Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari 
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aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan 

kepentingan terbaik bagi Anak.” 

3) Penjelasan Pasal 72 Ayat (5) Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah 

penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari 

pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi. Yang dimaksud dengan 

“media massa” meliputi media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik 

(radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, 

portal berita, blog, media sosial).  

c. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 

(1) berbunyi: “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 

pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, 

alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, 

dan/atau Anak Saksi”.  

d. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 3 ayat 1 mengenai peran dan fungsi 

pers berbunyi: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan, dan control sosial” (Presiden, 1999) .  

1) Pasal 5 mengenai Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia tidak 

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. 

e. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas akan diancam dengan sanksi pidana 

sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 97, berbunyi: “Setiap orang yang melanggar kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  ” 

Sedangkan di Negara Malaysia, juga terdapat beberapa aturan yang dapat dijumpai 

untuk melindungi anak korban asusila dari pemberitaan, diantaranya: 

a. Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)   

b. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588)  

c. Kanun Keseksaan Malaysia (Penal Code, Act 574)  

d. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) . 

1) Dimana undang-undang tersebut memang tidak secara khusus mengatur tanggung jawab 

jurnalis dalam pemberitaan yang melibatkan anak korban asusila. Namun, akta undang-

undang tersebut menekankan pentingnya melindungi identitas dan privasi anak-anak 

yang terlibat dalam proses hukum atau yang memerlukan perlindungan. Meskipun tidak 

ada ketentuan eksplisit mengenai peran media, prinsip umum dalam akta ini adalah 

menjaga kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup perlindungan dari paparan 

publik yang dapat merugikan mereka.  

2) Akta undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya menjaga privasi anak-anak 

yang terlibat dalam proses hukum, dengan persidangan dilakukan secara tertutup dan 

hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, akta ini melarang penerapan 

hukuman mati terhadap pelanggar yang berusia di bawah 18 tahun, menggantinya 

dengan penahanan sesuai kebijakan Yang di-Pertuan Agong 
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f. Kod Etika Wartawan Malaysia, yang pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi 

Malaysia, YB Fahmi Fadzil, di Putrajaya, Malaysia pada 20 Februari 2024, yang terdiri dari 

delapan etika utama . 

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kedua negara, Indonesia dan 

Malaysia, mengatasi pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis yang melanggar privasi dan 

identitas anak korban asusila. Hal ini menarik karena undang-undang yang berkaitan dengan 

mencegah pemberitaan identitas anak korban belum diterapkan dengan baik. Pemberitaan 

identitas anak korban asusila merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan hak privasi, 

kepentingan publik, serta etika jurnalistik. Hal ini menuntut penerapan hukum yang tepat untuk 

menghindari penyalahgunaan kebebasan pers yang berpotensi merugikan korban dan 

menimbulkan konsekuensi hukum bagi jurnalis yang melanggar aturan tersebut. 

Analisis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini 

memberikan wawasan yang berharga untuk memahami perbedaan pendekatan hukum kedua 

negara terkait pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai upaya hukum yang dapat 

dilakukan untuk melindungi hak privasi anak korban asusila serta menjaga integritas profesi 

jurnalis. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan konteks hukum yang relevan 

namun juga dapat menjadi landasan bagi upaya perbaikan regulasi dan praktik jurnalistik di 

Indonesia dan Malaysia. Melalui analisis yang cermat dan sistematis, diharapkan penelitian ini 

mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum serta profesi jurnalis dalam 

menangani isu sensitif seperti pemberitaan identitas anak korban asusila. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini secara spesifik adalah mengenai 

pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis yang memberitakan identitas anak korban asusila, 

baik di Indonesia maupun Malaysia. Meskipun kedua negara memiliki peraturan perlindungan 

anak dan kode etik jurnalistik, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa masih sering 

terjadi pelanggaran yang berdampak pada psikologis korban. Kurangnya penegakan hukum, 

rendahnya kesadaran jurnalis terhadap dampak pemberitaan, serta lemahnya pengawasan dari 

lembaga pengatur media menjadi faktor utama yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, 

penting untuk menelaah secara komparatif bagaimana sistem hukum kedua negara menangani 

persoalan ini. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tema yang relevan. Leonard (2020) 

menyoroti pentingnya pelatihan etika jurnalistik untuk mencegah pelanggaran hak anak dalam 

pemberitaan. Penelitian Zulkarnain (2022) menunjukkan kelemahan sistem pengawasan 

Dewan Pers terhadap media yang melanggar kode etik jurnalisme di Indonesia. Sementara itu, 

Rachmawati (2020) mengkaji aspek perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual dalam 

perspektif hukum pidana nasional. Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi 

penting, belum ada studi yang secara langsung membandingkan aspek pertanggungjawaban 

pidana jurnalis antara dua negara dengan sistem hukum yang berbeda seperti Indonesia dan 

Malaysia. 

Kesenjangan ini memperjelas adanya celah dalam literatur hukum dan media. Sebagian 

besar penelitian terdahulu hanya fokus pada satu negara atau menekankan aspek normatif dan 

etis, tanpa membahas secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum 

yang berbeda. Dengan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran 
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dan Malaysia sebagai negara dengan tradisi common law, studi perbandingan menjadi sangat 

penting untuk memahami bagaimana konteks hukum memengaruhi perlindungan terhadap 

identitas anak korban dalam pemberitaan. Gap inilah yang berusaha dijawab dalam penelitian 

ini. 

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh tren pemberitaan digital yang semakin cepat dan 

massif. Di era media sosial, informasi sensitif dapat tersebar dalam hitungan detik dan 

menjangkau jutaan pengguna. Ketika identitas anak korban asusila diekspos secara tidak etis, 

dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial korban bisa sangat berat. Oleh 

karena itu, diperlukan regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif dan 

berperspektif perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan memberikan pijakan ilmiah bagi 

kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan hak anak. 

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang 

menggabungkan analisis hukum pidana dengan studi perbandingan dua sistem hukum yang 

berbeda. Penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum, tetapi juga menelaah praktik 

implementasi dan efektivitas regulasi melalui pendekatan yuridis-komparatif. Dengan fokus 

pada pertanggungjawaban pidana jurnalis atas pemberitaan identitas anak korban asusila, 

penelitian ini menawarkan perspektif baru yang selama ini belum banyak diangkat secara 

mendalam dalam literatur hukum media. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan 

regulasi hukum di Indonesia dan Malaysia terkait pertanggungjawaban pidana jurnalis yang 

memberitakan identitas anak korban asusila. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi titik 

lemah dalam implementasi peraturan tersebut serta menyusun rekomendasi perbaikan yang 

berpihak pada perlindungan anak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan pers yang 

bertanggung jawab. 

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan dasar hukum dan akademik 

yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, lembaga pers, aparat penegak hukum, dan 

lembaga perlindungan anak dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan manusiawi. Di 

samping itu, penelitian ini juga memperluas cakupan studi hukum komparatif di bidang 

perlindungan anak dan kebebasan pers, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian di 

konteks Asia Tenggara. 

Implikasi dari penelitian ini sangat luas, baik secara teoretis maupun praktis. Secara 

teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komparatif dalam memahami 

kompleksitas hukum media dan perlindungan anak lintas negara. Secara praktis, hasil penelitian 

ini dapat menjadi acuan untuk menyusun regulasi baru yang lebih ketat terhadap jurnalis dan 

media yang melanggar hak anak, sekaligus menjadi dasar bagi ASEAN dalam membentuk 

kerangka perlindungan anak yang terstandar dalam pemberitaan lintas batas. Dengan demikian, 

media dapat tetap menjalankan fungsi informatifnya tanpa mengorbankan keselamatan dan 

masa depan anak korban. 

 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini lebih berfokus pada penelitian yuridis normative, juga dikenal sebagai 

penelitian kepustakaan atau studi dokumen—karena pembahasannya lebih banyak dilakukan 

terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Studi normatif dapat menggunakan data 
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sekunder sebagai bahan hukum primer atau sekunder, dan studi normatif juga memerlukan data 

empirikal untuk mencapai kesimpulan yang cukup tentang isi penelitian. Data sekunder dari 

penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan khususnya 

terkait etika jurnalis, perlindungan anak dari negara Indonesia dan Malaysia, dan bahan hukum 

sekunder, yaitu buku, jurnal, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan subjek 

pembahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam 5 (lima) penelitian dan karya ilmiah dari penelitian sebelumnya, diantaranya 

berjudul: Kebebasan Pers: Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia , Perbandingan Sistem 

Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia  , Perbandingan Sistem Hukum 

Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak , Perlindungan Hak Anak Dalam 

Perundang- Undangan di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Maslahah dan Konvensi 

Hak Anak  , dan Tinjauan Yuridis Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Kriminal 

Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia , apabila dibandingkan 

dengan hasil kajian jurnal ini, jelas memiliki kebaruan. Sebagaimana diketahui dari bahasan 

jurnal penulis perbedaan pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis 

dalam pemberitaan identitas anak korban asusila antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan 

perbedaan pendekatan dan nilai-nilai hukum di kedua negara tersebut.  Hanya saja, 

perbandingan tersebut menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan 

perlindungan terhadap korban, khususnya anak dalam kasus asusila. Implementasi hukum yang 

baik dapat memberikan pedoman yang jelas bagi jurnalis dalam melaksanakan tugasnya tanpa 

melanggar hak-hak korban yang seharusnya dilindungi. Selain itu, perbedaan dalam pendekatan 

hukum antara Indonesia dan Malaysia juga menyoroti kompleksitas dalam menangani isu 

sensitif seperti identitas anak korban asusila dalam ranah jurnalistik. 

Harapannya jurnal yang disajikan penulis dapat memberikan kontribusi yang berharga 

dalam memperluas pemahaman kita tentang perbedaan sistem hukum antara kedua negara dan 

implikasinya terhadap praktik jurnalistik. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan 

kepentingan sosial, penelitian ini memberikan sudut pandang yang kaya dan mendalam terhadap 

isu yang relevan dalam konteks hukum dan media massa. Dengan demikian dapat menjadi 

pedoman untuk penyusunan kebijakan yang lebih bijaksana dalam melindungi hak-hak anak 

korban asusila dan menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap 

korban, sekaligus penyempurnaan bahasan dari 5 (lima) penelitian sebelumnya yang tentunya 

dapat saling melengkapi demi sempurnanya karya tulis ilmiah dengan bahasan sejenis. 

Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis atas Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila 

di Indonesia  

Dengan undang-undang negara menjaga hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Hak 

Asasi Manusia mencakup hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai anugerah-Nya yang harus dilindungi dan dijaga. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) 

Nomor 39 Tahun 1999, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia .  

Tidak hanya pemerintah secara resmi yang harus melindungi anak, tetapi orang tua, 

keluarga, dan masyarakat juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak 
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asasi anak. Dengan perkembangan yang cepat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup orang 

tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang sangat 

mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Perilaku menyimpang atau perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 

kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kemajuan dalam komunikasi dan 

informasi. 

Media, juga disebut sebagai Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa 

yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik mereka mencakup pencarian, 

penerimaan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam berbagai 

format, termasuk tulisan, suara, gambar, suara, data, dan grafik, serta dalam bentuk lainnya 

melalui penggunaan berbagai jenis media, termasuk media cetak dan elektronik. Karena 

pekerjaannya, wartawan memiliki hak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas 

lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Ini dikenal sebagai hak tolak. Seseorang 

atau kelompok orang memiliki hak untuk menanggapi atau menentang pemberitaan yang 

merugikan reputasinya. Ini dikenal sebagai hak jawab. Hak koreksi adalah hak setiap orang 

untuk mengoreksi atau memberi tahu orang lain tentang kekeliruan yang diberitakan oleh media, 

baik tentang diri mereka sendiri maupun tentang orang lain. Informasi, data, fakta, opini, atau 

gambar yang salah yang diberitakan oleh media yang bersangkutan harus dikoreksi atau 

disalahgunakan.  

Media harus mematuhi ketentuan yang berlaku saat membuat pemberitaan. Karena hak 

asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang untuk merahasiakan identitas mereka, media 

harus menjaga rahasia anak korban asusila. Anak-anak yang telah menjadi korban asusila 

memiliki kewajiban untuk menjaga identitas mereka.  

Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, yakni sebagai berikut: “(1) Identitas 

Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak 

maupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, 

nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang 

dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”.  

Selain itu, hal ini juga tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak 

(UU PA) yang menyatakan bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran 

dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i)”.  

Dewan pers merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers. 

Fungsi Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU Pers, yakni sebagai berikut: “a. 

Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian unutk 

pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik 

Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan 

masyarakat atas kasuskasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan 

komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers 

dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi 

kewartawanan; g. Mendata perusahaan pers.”  
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Seluruh kasus akan ditangani oleh Kepolisian jika terbukti merupakan tindak pidana 

menurut hukum. Namun, jika tindakan tersebut melanggar Kode Etik, itu akan diserahkan 

kepada Dewan Pers untuk menyelesaikannya. Sebagaimana tercantum dalam Nota 

Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 

03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan 

Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, Dewan 

Pers dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama untuk melindungi kemerdekaan pers 

dalam melaksanakan tugas dibidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Identitas adalah semua informasi dan data tentang diri seseorang yang memungkinkan 

orang lain untuk melacak mereka. Penulis kemudian menguraikan 40 (empat puluh) berita anak 

korban asusila, yang diterbitkan di media cetak, online, dan televisi di Indonesia, dan 

menemukan bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan dalam menampilkan identitas 

korban asusila. Penulis menguraikan pelanggaran tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 1. Pemberitaan Media Masih Langgar Etika Pers 

Sumber: Peneliti 

 

Dengan mempertimbangkan data dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran foto wajah, nama, atau alamat seharusnya termasuk penyebaran identitas anak yang 

melanggar ketentuan berikut:  

1) Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia tidak 

menyebutkan dan menyiarkan korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak 

yang menjadi pelaku kejahatan”. 

2) Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang 

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang didalamnya termuat mengenai wartawan tidak 

memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya 

dari media sosial serta dalam peradilan anak wartawan juga menghormati ketentuan 

UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

3) Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “Pers nasional berkewajiban 

memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa 

kesulilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.  
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4) Pasal 18 ayat (2) UU Pers “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2) serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp5.00.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).”  

5) Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA (identitas yang wajib dirahasikan).  

6) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU PA) (identitas anak yang tidak boleh 

dipublikasikan). 

Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menyetujui Konvensi Hak Anak tahun 

1989, yang mengatakan hak anak harus dilindungi. Indonesia menandatangani dan mulai 

meratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang membuat negara berkomitmen untuk 

melindungi anak Indonesia dan menjunjung tinggi hak semua anak. Perjanjian tersebut 

mengatur tindakan negara untuk memastikan bahwa semua anak dapat berkembang secara 

normal, bersekolah, aman, dan didengarkan suaranya.  

Panduan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak-anak 

dari menjadi korban atau pelaku. Karena penting untuk menjaga identitas pelaku, korban, dan 

saksi, nama anak, anak korban, dan saksi harus dirahasiakan saat diberitakan di media cetak dan 

elektronik. Identitas yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk nama anak, nama korban, nama 

anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah saksi, dan informasi lainnya yang dapat 

mengidentifikasi anak, korban, dan anak saksi.  

Berita tentang kedua peristiwa tersebut tidak memenuhi persyaratan liputan ramah anak 

karena mencantumkan lokasi kejadian secara lengkap, meskipun penulisan nama pelaku dan 

korban digunakan.  Ketidakhadiran pers dalam membela hak-hak anak akan mengakibatkan 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan materi termasuk eksploitasi anak 

atau perundungan baik bagi pelaku kekerasan maupun korban kekerasan. Pers memiliki 

tanggung jawab warga negara untuk memberikan informasi, berbicara, dan membahas masalah-

masalah sosial agar masyarakat dapat membantu sistem politik. Media harus memenuhi 

tanggung jawab sosial mereka dengan cara ini.  Melakukan penentuan standar profesional yang 

tinggi dapat memenuhi kewajiban tersebut. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan 

melaksanakannya, media harus memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri dalam 

kerangka hukum yang ada, bersama dengan lembaga lainnya.  

Menurut Smith dalam Mc Quail, sistem subsidi pers, undang-undang antimonopoli, kode 

etik jurnalistik, pembentukan dewan pers, tinjauan parlemen, tinjauan rutin oleh komisi 

tinjauan, dan aturan pengawasan kelembagaan yang adil dan tidak memihak dapat digunakan 

untuk menentukan tingkat perkembangan profesional suatu negara.   

Dalam hal ini, pengawasan media sangat penting untuk mencegah pelanggaran berita, 

termasuk pemberitaan yang ramah anak. Pengawasan ini melindungi keberlangsungan media 

dalam jangka panjang. Untuk menjaga kepercayaan publik dan menumbuhkan integritas baik di 

media maupun sebagai produk jurnalistik, setiap jurnalis harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik 

(KEJ).  

Sangat penting untuk memahami kode etik jurnalistik karena berfungsi sebagai 

pengaman terhadap masalah di masa depan. Setiap jurnalis bertanggung jawab untuk 

memahami dan mematuhi peraturan yang mengatur pekerjaan mereka. Mereka juga harus 

mempertahankan hak, tugas, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik 

dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan negara.  
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Anak-anak yang menjadi korban dari keadaan atau lingkungan yang tidak mendukung 

Ada juga hubungan kuasa antara orang dewasa dan anak-anak yang tidak setara. Oleh karena 

itu, anak-anak ini sangat rentan terhadap perlakuan kasar dari orang dewasa.  Salah satu pasal 

di Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas relasi kuasa, menyatakan bahwa anak-anak, 

yang lebih kecil dari segi fisik dan psikologis, harus dilindungi ketika mereka salah. 

membuatnya mudah dieksploitasi bahkan oleh orang dewasa yang marah dan emosi. Dalam 

perspektif ini, wartawan juga diharapkan untuk berpihak kepada anak-anak, terlepas dari fakta 

bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran juga harus dilindungi identitasnya.  

Editor dan redaktur harus sepenuhnya memverifikasi data, sehingga orang lain harus 

diwawancarai jika ada data yang belum lengkap. Ketika wartawan meliput peristiwa, empati 

harus menjadi sikap utama mereka. Karyanya tidak akan menyinggung masalah anak-anak yang 

rentan jika tidak ada rasa itu. Bingkai berita akan menentukan kepedulian jurnalis. Ini adalah 

apa artinya menjadi jurnalis untuk publik. Jurnalisme yang memperhatikan yang kurang 

beruntung. 

Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis atas Pemberitaan Identitas Anak Korban Asusila 

di Malaysia  

Berbicara kebebasan pers di Negara Malaysia, kebebasan menyuarakan pendapat 

memberikan hak kepada pers nasional untuk berperan dalam menyuarakan pemberitaan yang 

benar dan tepat (Anom, 2009). Kebebasan berekspresi dijamin oleh Konstitusi Malaysia dalam 

Pasal 10 (1) (a) dan Pasal 10 (2) yang memberikan pedoman tentang kebebasan berbicara dan 

berekspresi, yaitu pendapat yang dikemukakan harus memperhatikan kepentingan nasional, 

keamanan, kepentingan dan hak istimewa pihak tertentu. 

Perdana Menteri ke-7 Malaysia, Mahathir Mohamad pernah mengatakan, kebebasan 

pers tidak ada artinya jika sering menyiarkan kebohongan tentang sesuatu karena terkekang oleh 

tujuan politik partai yang menentang pemerintah .  

Dalam peliputan berita, penulisan harus tunduk pada undang-undang seperti Konstitusi 

Nasional, Undang-Undang Rahasia Negara, Undang-Undang Hak Cipta 1972, Undang-Undang 

Penghasutan 1984, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang 

Pemilihan 1954, dan juga Etika Jurnalisme. Etika yang diperkenalkan pada 20 Mei 1989, antara 

lain, mengatur kewajiban wartawan untuk melaporkan kebenaran dan menghormati hak publik 

untuk memperoleh informasi yang benar .  

Dengan demikian, dapat digambarkan jurnalis memang memiliki kewajiban untuk 

memberitakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Namun, dalam kasus pemberitaan 

yang melibatkan anak korban asusila, terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi. Di Malaysia, 

perlindungan terhadap anak korban asusila sangat ketat, mengingat dampak negatif dari 

pengungkapan identitas mereka. Regulasi yang mengatur hal ini antara lain Akta Kanak-Kanak 

2001 (Akta 611), Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792), serta 

Kanun Keseksaan Malaysia (Act 574) dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588). 

Prinsip utama dalam hukum Malaysia adalah melindungi identitas anak korban 

kejahatan seksual agar tidak mengalami trauma lebih lanjut akibat eksposur media. Regulasi 

yang mengatur larangan pemberitaan identitas anak korban meliputi: larangan pengungkapan 

nama, foto, atau informasi pribadi lainnya yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban, 

sanksi bagi media yang melanggar aturan berupa denda atau hukuman pidana terhadap jurnalis 
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maupun institusi pers, termasuk tanggung jawab etis berdasarkan kode etik jurnalistik Malaysia 

yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberitaan kasus yang melibatkan anak-anak. 

Adapun regulasi hukum terkait tanggung jawab jurnalis di Malaysia, meliputi:  

a. Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), dimana secara garis besar akta ini mengatur 

perlindungan anak secara umum, termasuk larangan eksploitasi anak melalui media. Pasal-

pasal tertentu menegaskan bahwa informasi yang dapat mengarah pada identifikasi anak 

korban tidak boleh dipublikasikan, dan pelanggar dapat dikenakan denda atau hukuman 

pidana. 

b. Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792), dimana akta ini 

memperjelas bentuk kesalahan terkait kejahatan seksual terhadap anak, termasuk 

penyebaran informasi yang dapat membahayakan korban. Media yang memberitakan secara 

tidak etis dapat dianggap berkontribusi terhadap eksploitasi anak secara tidak langsung. 

c. Kanun Keseksaan Malaysia (Act 574), sebagaiman pasal-pasal dalam Kanun Keseksaan, 

secara jelas melarang penyebaran informasi rahasia, termasuk identitas korban anak. Jika 

jurnalis dengan sengaja membocorkan informasi ini, ia dapat dikenakan hukuman denda 

atau penjara. 

d. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588), dimana akta ini mengatur konten yang 

disebarluaskan melalui media digital dan elektronik. Penyebaran informasi yang melanggar 

hak privasi anak korban dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Secara spesifik, penulis akan membahas, aturan di negara Malaysia kanak-kanak yang 

dilindungi di bawah Akta 2001 ini terdiri dari: (a) kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan 

dan perlindungan, (b) kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, (c) 

perdagangan dan pelarian kanak-kanak, (d) kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah, 

(e) kanak-kanak yang tidak dikawal. Dalam aturan itu, disebutkan pengadilan anak-anak adalah 

pengadilan tertutup. Untuk memastikan bahwa situasi ini terpenuhi, ketentuan untuk mencegah 

pemberitaan media dan penyiaran kasus yang disidangkan di pengadilan. Pembatasan tambahan 

telah diperkenalkan di bawah Akta 2001 untuk memastikan hak-hak anak lebih terjamin. 

Penambahan pertama dapat dilihat pada Bagian 15 (1) (a) yang mencegah pemberitaan media 

pada tahap apapun, baik sebelum, selama atau setelah persidangan. Selain itu, tambahan terkait 

dengan pengeposan foto juga termasuk di mana foto anak atau orang, tempat atau hal lain yang 

memungkinkan anak untuk diidentifikasi tidak boleh dipublikasikan di koran mana pun atau 

dikirim melalui perantara elektronik termasuk melalui radio dan televisi (Bagian 15 (2) dan (5) 

dari Akta 2001).  

Perlu dipahami, dari kaidah media, Mahkamah kanak-kanak merupakan suatu 

mahkamah tertutup. Bagi memastikan keadaan ini dipenuhi, peruntukan untuk menghalang 

laporan dan penyiaran media terhadap kes yang didengar di mahkamah itu dimasukkan. Sekatan 

tambahan telah diperkenalkan di bawah Akta 2001 ini untuk memastikan hak kanak-kanak itu 

lebih terjamin. Tambahan yang pertama dapat dilihat dalam Seksyen 15 (1) (a) yang 

menghalang sebarang laporan media pada mana-mana peringkat, sama ada sebelum, semasa 

atau selepas perbicaraan. Selain itu, tambahan berkaitan dengan penyiaran gambar juga 

dimasukkan di mana gambar kanak-kanak itu ataupun mana-mana orang, tempat atau benda lain 

yang mungkin membolehkan kanak-kanak itu dikenal pasti tidak boleh disiarkan dalam apa-apa 

akhbar atau disampaikan melalui perantara elektronik termasuklah melalui radio dan televisyen 
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(Seksyen 15 (2) dan (5) Akta 2001). Halangan juga akan dipertimbangkan untuk menghalang 

gambar kanak-kanak yang ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mahkamah atau semasa 

menunggu sebelum atau selepas hadir di mahkamah dari dirakamkan dalam apa-apa  cara atas 

pita atau filem atau dengan apa-apa perantara elektronik (Seksyen 85 (b) Akta 2001) . 

Penulis akan menguraikan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk perlindungan 

anak secara umum dapat dilihat, dalam penjabaran berikut: 

a. Kod Etika Wartawan Malaysia. 

Pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, YB Fahmi Fadzil, di 

Putrajaya, Malaysia pada 20 Februari 2024, yang terdiri dari delapan etika utama, diantaranya 

meliputi: . 

1) Wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk;  

2) Wartawan hendaklah telus dan berintegriti;  

3) Wartawan digalakkan berlaku adil dalam menyampaikan informasi;  

4) Pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi;  

5) Kesahihan dan ketetapan maklumat;  

6) Wartawan perlu menghormati privasi dan kerahsiaan sumber;  

7) Wartawan perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang 

lingkup tugas mereka; dan  

8) Wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara 

berterusan.  

b. Kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan 

Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan takrif kanak-kanak yang memerlukan 

pemeliharaan dan perlindungan merangkumi mereka yang didera secara fisik, mental, 

diabaikan, kanak-kanak yang memerlukan rawatan perubahan, kanak-kanak yang berkelakuan 

yang boleh memudaratkan dirinya sendiri, keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan juga 

kanak-kanak yang mengemis dan menjaja. Penderaan ataupun pengabaian ini dilakukan oleh 

ibu atau bapak atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Peruntukan yang berkaitan dengan kanak-

kanak mengemis dan menjaja ini dimasukkan setelah didapati bahwa kejadian ini semakin 

meningkat. Ibu atau bapak atau penjaga kanak- kanak itu lebih senang menggunakan kanak-

kanak untuk tujuan mengemis atau menjaja karena orang ramai akan lebih bersimpati dengan 

kanak-kanak itu serta lebih bersedia untuk bersedekah ataupun membeli barangan yang 

dijajanya berbanding jika kerja itu dilakukan oleh orang dewasa. Kedua- kedua kanak-kanak 

dan orang ramai dalam keadaan ini telah diperalatkan oleh ibu atau bapak atau penjaga kanak-

kanak itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peruntukan ini, diharapkan masalah 

berkaitan dengan keadaan ini dapat diatasi dan kanak-kanak yang mengemis dan menjaja ini 

diberikan peluang untuk mendapat pendidikan sebagaimana yang sepatutnya . 

c. Kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan 

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang didorong 

melakukan sebarang perbuatan seksual, atau berada dalam persekitaran yang membawa kepada 

perbuatan itu, tinggal atau kerap mengunjungi tempat pelacuran dan mereka pada lazimnya 

bersama atau berada di bawah kawalan penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, 

Seksyen 42 Akta 2001 turut meletakkan kanak-kanak yang dibeli untuk dibawa masuk atau 

keluar dari Malaysia bagi tujuan pelacuran  sebagai kanak-kanak yang juga memerlukan 

perlindungan dan pemulihan. 
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Selain mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, Seksyen 43 (1) 

Akta 2001 turut meletakkan kesalahan yang berkaitan dengan kanak-kanak ini terutamanya 

yang berkaitan dengan pelacuran. Suatu kesalahan baru telah diperkenalkan di dalam perenggan 

yang menjadikan suatu kesalahan kepada mana-mana orang yang melanggan atau menyewa 

bagi apa-apa balasan berharga, seseorang kanak-kanak untuk memberikan perkhidmatan bagi 

memenuhi nafsu seks orang itu. Pihak penggubal berpendapat sudah sampai masanya untuk 

turut menjadikan kesalahan bagi orang yang melanggan perkhidmatan kanak-kanak untuk 

tujuan seks. Diharapkan peruntukan baru ini dapat menjadi penghalang untuk kegiatan ini dari 

berterusan. 

Seksyen 41 pula menyebut tentang kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera 

jika mereka berada dalam keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam Subseksyen (2) termasuklah 

jika kanak-kanak itu sedang mengandung anak luar nikah. Peruntukan ini dimasukkan untuk 

membolehkan kanak-kanak yang sedang mengandung anak luar nikah mempunyai kumpulan 

sokongan dan tempat berlindung sementara menunggu kelahiran anaknya itu. Peruntukan 

diharap dapat mengurangkan gejala membuang bayi karena kanak-kanak ini kini dilindungi dan 

bantuan dapat diberikan pada saat mereka memerlukannya. Sebagai kanak-kanak yang telah 

melakukan kesilapan, bantuan dan konseling amat diperlukan olehnya pada masa dia sedang 

mengandung sehingga ia melahirkan anaknya itu. Melakukan kesalahan sekali tidak bermakna 

untuk seumur hidupnya dia bersalah dan tidak boleh dimaafkan. 

Walau bagaimanapun, kemasukan peruntukan ini bukanlah bermaksud untuk 

menggalakkan keadaan ini terus berlaku, tetapi sebagai suatu cara yang boleh digunakan jika 

keadaan sedemikian berlaku. Kedua-dua mereka, yaitu kanak-kanak itu dan anak yang 

dikandungnya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan mereka. 

d. Perdagangan dan pelarian kanak-kanak 

Seksyen 48 Akta 2001 meletakkan kanak-kanak yang terlibat dalam transaksi jualan 

sama ada di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang dilindungi. Keadaan ini juga 

merangkumi kanak-kanak yang dilarikan oleh salah seorang dari ibu atau bapa atau penjaga 

kanak-kanak yang tidak mempunyai hak penjagaan yang sah sama ada di dalam atau di luar 

Malaysia (Seksyen 52 Akta 2001). Peruntukan baru ini dibuat untuk mengatasi masalah 

melarikan kanak-kanak oleh ibu atau bapa apabila perkawinan mereka berakhir dengan 

perceraian. Keadaan ini semakin ketara apabila ia melibatkan ibu atau bapa yang datang dari 

dua negara yang berbeda terlibat. Kedua-dua pihak mahukan kanak-kanak itu dan apabila salah 

satu pihak diberikan hak penjagaan mengikuti undang-undang sesebuah negara, maka pihak 

yang satu membawa kanak-kanak itu kembali ke negaranya dengan harapan keputusan 

penjagaan yang lebih memihak kepadanya akan dicapai. Dalam kegairahan ibu atau bapak atau 

penjaga untuk berbuat hak penjagaan ini, kanak-kanak itu pula yang menjadi mangsa . 

e. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah 

 Kanak-kanak yang dituduh melakukan kesalahan jenayah juga akan menggunakan tata 

cara perbicaraan yang telah ditetapkan oleh Akta 2001 ini (Seksyen 83 (1) Akta 2001). Untuk 

membolehkan keadaan ini dilaksanakan, Seksyen 11 (5) Akta 2001 memperuntukkan bahwa 

Mahkamah Bagi Kanak- Kanak hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan 

semua kesalahan kecuali kesalahan yang dijatuhkan hukuman mati. 

f. Kanak-kanak yang tidak dikawal 
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Tiada takrif yang diberikan untuk ungkapan kanak-kanak yang tidak dikawal ini dalam Akta 

2001. Walau bagaimanapun, jika dilihat kepada Seksyen 46 (1) Akta 2001, dapatlah mengerti 

bahwa kanak-kanak dikatakan tidak dikawal jika ibu atau bapak atau penjaganya membuat 

permohonan bertulis kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak supaya kanak-kanak ini ditahan 

karena ia tidak dapat dikawal oleh ibu atau bapak atau penjaga, maka kanak-kanak ini juga 

tertakluk kepada pemakaian Akta 2001 ini . 

g. Tanggung jawab ibu atau bapa atau penjaga serta keluarga 

Apabila masalah sosial di kalangan remaja semakin meruncing, ramai berpendapat 

bahwa gejala ini berpunca dari ketidakharmonian institusi kekeluargaan. Akta 2001 mengiktiraf 

pentingnya peranan ibu atau bapa, penjaga dan keluarga dalam mengatasi masalah ini. 

Pendekatan yang diambil oleh Akta ini adalah untuk terus menekankan tanggung jawab ibu atau 

bapa, penjaga atau keluarga, terutamanya apabila kanak-kanak itu menghadapi masalah. Selain 

mentakrifkan “anggota keluarga” sebagai termasuklah ibu bapa, penjaga atau seseorang anggota 

keluaga luas, yang merupakan anggota rumah bagi kanak-kanak itu, Akta 2001 ini juga 

memberikan takrif “keluarga luas” sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan 

persaudaraan melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan dengan orang itu.  

Akta 2001 juga mengiktiraf konsep fosterage dengan Seksyen 2 (1) mentakrifkan “Ibu 

atau bapa peliharaan” sebagai seseorang yang bukan ibu atau bapa atau saudara sesorang kanak-

kanak yang boleh menerima kanak-kanak itu dalam peliharaannya mengikut. Seksyen 30 (1) (e) 

atau Seksyen 35 atau 37 Akta 2001. Keadaan ini akan memberikan ruang yang lebih besar 

kepada mahkamah dalam membuat perintah berkaitan dengan kanak-kanak itu. Jika tiada ibu 

atau bapa atau penjaga atau saudaranya, dia boleh ditempatkan di bawah jagaan seseorang ibu 

atau bapa peliharaan sekiranya itu pilihan yang terbaik untuknya. Takrif yang diberikan kepada 

pengasuh kanak-kanak di bawah Akta 2001 ini adalah luas untuk merangkumi bukan saja 

pengasuh kanak-kanak di pusat asuhan, tetapi juga individu yang menerima bayaran untuk 

menjaga kanak-kanak secara persendirian. Peranan guru besar Akta 2001 turut memperkenalkan 

peranan guru besar dalam membantu kanak-kanak yang bermasalah. Mahkamah boleh 

memerlukan ibu atau bapa atau penjaga yang anaknya ditempatkan di institusi pendidikan 

berunding dengan guru atau pengetua institusi itu sebulan sekali. Golongan ini mesti 

memastikan bahwa perundingan yang dibuat itu menepati objektif perintah itu dalam membantu 

kanak-kanak di samping memaklumkan ibu atau bapa atau penjaga tentang prestasi kanak-

kanak itu, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu untuk membantu kanak-

kanak ini.  

Perundingan ini janganlah dibuat sekedar memenuhi keperluan formal saja. Para guru 

dan pengetahuan perlu memastikan pertemuan diadakan seperti yang ditetapkan. Walaupun 

tiada hukuman yang dikenakan sekiranya para guru dan pengetua tidak berbuat demikian, tetapi 

integriti mereka sebagai pendidik akan memastikan tanggung jawab baru ini dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin. Peranan guru pada amnya boleh juga dilihat apabila pegawai akhlak 

atau pelindung menyediakan laporan akhlak atau laporan tentang seseorang kanak-kanak karena 

laporan itu antara lain perlu mengandungi rekod sekolah kanak-kanak tersebut. Pegawai akhlak 

atau pelindung akan bertemu dengan guru-guru kanak-kanak itu untuk tujuan ini dan di sini 

sekali lagi maklumat yang betul dan relevan diberikan bagi membantu pegawai itu menyediakan 

suatu laporan yang menyeluruh. Laporan akhlak atau laporan ini penting karena ia akan 
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dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan apakah 

perintah yang sesuai untuk kanak- kanak itu (Seksyen 90 (12) dan (13) Akta 2001. 

h. Agensi-agensi kerajaan 

 Akta 2001 juga menekankan agensi-agensi kerajaan yang sama sebagaimana yang 

terdapat dalam ketiga-tiga Akta terdahulu, yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak polis. 

Peranan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pelindung dan pegawai akhlak 

dikekalkan (Seksyen 8 dan 10 Akta 2001). Peranan mereka amat besar di dalam keseluruhan 

Akta 2001 ini. 

i. Pelindung 

Sebagai seorang pelindung, ia akan bertanggung jawab terhadap kanak- kanak yang 

dirasakan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan (Seksyen 18 Akta 2001). Jika ia 

menerima laporan berkaitan dengan kanak-kanak yang berada dalam keadaan ini, maka ia 

bertanggung jawab untuk mengambil kanak-kanak itu dan membawanya ke hadapan mahkamah 

secepat mungkin (Seksyen 19 Akta 2001). Jika pelindung berpendapat bahwa kanak-kanak itu 

memerlukan rawatan itu perlu dilakukan. Keperluan yang sama diberikan kepada pegawai polis 

jika mereka yang mengambil kanak-kanak itu (Seksyen 21 Akta 2001).  

Pelindung juga diperlukan untuk menyediakan laporan tentang kanak-kanak itu yang 

akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebelum membuat keputusannya berkaitan dengan 

mereka (Seksyen 30 (6) Akta 2001). Oleh sebab Akta 2001 ini kini memperkenalkan konsep 

fosterage sama ada secara formal atau de facto maka Pelindung merupakan orang yang akan 

dihubungi jika kanak-kanak yang ditempatkan di bawah jagaan ibu atau bapa peliharaan ingin 

dipulangkan (Seksyen 30 (3) Akta2001) atau jika pengambilan jagaan pelihataan melalui 

perintah makhkamah, tetapi dibuat secara de facto, maka Pelindung mesti dihubungi dan 

diberitahu tentang keadaan ini (Seksyen 35 Akta 2001). Makluman juga perlu diberikan jika 

kanak-kanak itu ingin dikembalikan (Seksyen 36 Akta 2001) .  

j. Pegawai akhlak 

 Seorang pegawai Kebajikan Masyarakat juga merupakan seorang pegawai (Seksyen 10 

Akta 2001). Sebagai pegawai akhlak selain dari menyediakan laporan akhlak bila diperlukan 

(Seksyen 46 (1) Akta 2001, dia juga boleh diperintahkan untuk mengawas kanak-kanak 

mengikut Seksyen 46 (2) (bb) Akta 2001. Jika keadaan ini berlaku, pegawai akhlak tersebut di 

sepanjang tempoh perintah itu mestilah melawat, menasihati dan bertindak sebagai kawan 

kepada kanak-kanak itu dan jika perlu, membawa kanak-kanak itu ke hadapan Mahkamah 

Pengawas (Seksyen 47 (1) (a) (b) Akta 2001. Jelas di sini bahwa peranan yang perlu dimainkan 

bukanlah suatu yang hanya memenuhi kehendak formal. Peruntukan tersebut dibuat untuk 

memerlukan pegawai akhlak ini meluangkan masa untuk mengenali kanak-kanak yang berada 

di bawah pengawasannya, berusaha untuk mendapatkan kepercayaan kanak- kanak itu sebelum 

dapat menasihatinya. Semua tugas ini memerlukan waktu, kemahiran dan tenaga kerja yang 

ramai . 

k. Polis 

Selain turut berkuasa untuk membawa kanak-kanak yang memerlukan rawatan 

perubatan dalam keadaan kanak-kanak itu memerlukan pemeliharaan dan perlindungan, 

Seksyen 19 (5) Akta 2001 memerlukan pegawai polis yang mengambil kanak-kanak itu 

memaklumkan keadaan ini kepada Pelindung. Kanak-kanak yang melakukan kesalahan jenayah 

pula, apabila ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah atau Majistret mengikut 
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Seksyen 84 (1) Akta 2001. Pihak polis mesti memastikan kanak-kanak ini juga diasingkan dari 

orang dewasa semasa ia ditahan di balai polis, dibawa ke atau dari mana-mana mahkamah atau 

semasa menunggu sebelum atau selepas hadir di mana-mana mahkamah (Seksyen 85 (a) Akta 

2001). Selain itu, pihak polis perlu memaklumkan Pelindung, ibu atau bapa atau penjaga sebaik 

saja kanak-kanak itu ditangkap untuk suatu kesalahan jenayah (Seksyen 87 (a) Akta 2001). Bagi 

memudahkan Pelindung menyediakan laporan akhlak yang diperlukan serta maklumat lain yang 

relevan kepada Pelindung (Seksyen 87 (b) Akta 2001). 

Peranan pihak polis pada keseluruhannya adalah berbentuk penguatkuasaan dan 

membantu pegawai Kebajikan Masyarakat dalam tugasnya untuk melindungi kanak-kanak, 

terutamanya dalam keadaan mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan serta mereka 

yang terlibat dalam perdagangan dan pelarian kanak-kanak. Keadaan ini penting kerana pegawai 

Kebajikan Masyarakat tidak mempunyai kemahiran dan kecekapan seperti pihak polis, 

terutamanya jika melibatkan serbuan (Seksyen 53 (3) (a) hingga (d) Akta 2001. Ini disokong 

lagi dengan kemungkinan pihak yang ingin diserbu itu mungkin menggunakan kekerasan atau 

bersenjata. 

Dengan demikian, dengan Penggabungan ketiga-tiga Akta yang sedia ada dengan 

beberapa perubahan yang telah diperkenalkan diharap akan dapat membantu dan melindungi 

kanak-kanak. Adanya suatu Akta walau sebagaimana lengkap pun tidak akan bermakna jika 

pihak-pihak yang terlibat tidak bersedia untuk bertindak bagi mencapai objektif dan tujuan Akta 

tersebut. Akta itu mengiktiraf hak seseorang kanak-kanak di Malaysia melalui pernyataan dalam 

mukadimahnya, untuk dilindungi dan dibantu bagi membolehkan dirinya turut serta 

menyumbang secara positif ke arah pembangunan dan kemakmuran negara ini. 

 

KESIMPULAN 

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis terkait pemberitaan identitas 

anak korban asusila, hukum di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbandingan dan ciri 

khas masing-masing. Hukum Indonesia menetapkan perlindungan identitas korban dengan 

tegas melalui Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers, serta beberapa undang-undang 

terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Sebaliknya, Malaysia memiliki 

undang-undang yang melindungi anak namun belum secara spesifik mengatur tanggung jawab 

jurnalis dalam hal ini. Meskipun kedua negara berupaya melindungi identitas korban, Indonesia 

cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat, sedangkan Malaysia mengandalkan pengawasan 

media oleh lembaga terkait. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, penting 

bagi kedua negara untuk memperbarui regulasi demi melindungi hak-hak korban, termasuk 

anak, dari penyalahgunaan identitas oleh media. Tinjauan mendalam terhadap hukum di kedua 

negara ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kerjasama dan menyesuaikan regulasi demi 

perlindungan korban. 
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